BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR 332 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (7)
Pcraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pclayanan Informasi Publik di
Lingkungan Badan Pclindungan Peckerja Migran Indonesia,
perlu menectapkan Keputusan Kepala Badan Pelindungan
Pckerja Migran Indonesia tentang Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indoncsia;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Pcraturan Pemecrintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan
Pelindungan Peckerja Migran Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);

4. Keputusan Presiden Nomor 72/TPA Tahun 2020 tentang
Pecngangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di
Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

S. Peraturan Badan Pelindungan Pckerja Migran Indonesia
Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
(Standar Layanan Informasi Publik Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

7. Peraturan Badan Pclindungan Pekerja Migran Indonesia
Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pelayanan Informasi Publik
di Lingkungan Badan Pclindungan Pckerja Migran
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 714);



Mcnctapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

)

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN MIGRAN INDONESIA TENTANG PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

Menctapkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) dengan  Struktur Organisasi dan  Susunan
Keanggotaan scbagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(Atasan PPID);

b. Pcjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

c. Pcjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
(PPID Pelaksana);

d. Tim Pertimbangan; dan

e. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
huruf a mempunyai tugas dan wewenang:
a. lugas:

1. menyusun arah kebijjakan pelayanan Informasi
Publik;

2.  menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi
Publik;

3. mewakili BP2MI di dalam proses penyelesaian
sengketa di  Komisi Informasi dan/atau di

Pengadilan; dan

4. mclakukan pembinaan, pengawasan, cvaluasi, dan
pemantauan atas pelaksanaan kebijakan Informasi
Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID

pelaksana;
b. wcwenang:
1.  menetapkan arah kebijakan pelayanan Informasi
Publik;
2. membcerikan  tanggapan atas keberatan < yang

diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk
ditindaklanjuti oleh PPID;

3.  menunjuk PPID untuk mewakili BP2MI di dalam
proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi
dan/atau di Pengadilan; dan

4. menetapkan strategi dan metode pembinaan,
pcngawasan,  evaluasi, dan  monitoring atas
pclaksanaan kebijakan Informasi Publik  yang
dilakukan oleh PPID Peclaksana, pejabat fungsional,
dan/atau pctugas pclayanan Informasi Publik.



.

KEEMPAT . PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b
mempunyai tugas dan wewenang;:
a. tugas:

1.

2.

3.

6.

10.

L1,

12.

13.

14,

menyusun dan melaksanakan kebijakan pelayanan
Informasi Publik;

menyusun laporan pelaksanaan kebijakan
pelayanan Informasi Publik;

mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses
penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan
Informasi dari PPID pelaksana dan/atau petugas
pelayanan Informasi Publik untuk melakukan
pclayanan Informasi Publik;

mengoordinasikan dan mengonsolidasikan
pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID
Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di
BP2MI;

mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran
daftar Informasi Publik BP2MI;

melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
menentukan Informasi Publik yang dapat diakscs
publik dan layak untuk dipublikasikan;

melakukan Pengujian Konsckuensi atas Informasi
Publik yang dikecualikan;

melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan
pemutakhiran daftar Informasi Publik;

menyediakan Informasi Publik secara efektil dan
cfisicn agar mudah diakses olch publik;
mengumumkan daftar Informasi Publik melalui
media yang mudah di akses olch masyarakat;
melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan
pemantauan atas pelaksanaan kebijakan teknis
pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh
PPID Pelaksana dan/atau petugas pclayanan
Informasi Publik di BP2MI,;

menyusun standar opcrasional prosedur
pclaksanaan tugas dan kewenangan PPID dalam
rangka penyebarluasan Informasi Publik; dan
mclakukan sosialisasi terkait pelayanan Informasi
Publik;

b. wewenang:

1.

3.

meminta klarifikasi kepada PPID pelaksana dan
pctugas  pclayanan  Informasi  Publik  dalam
melaksanakan pclayanan Informasi Publik;
menctapkan dan memutuskan suatu Informasi
Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan
Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang
dikecualikan dengan persetujuan atasan PPID,;
menolak permintaan Informasi Publik dengan
menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila
Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi
Publik yang dikecualikan atau rahasia dengan
persetujuan atasan PPID;



menugaskan PPID pelaksana dan/atau petugas
pelayanan Informasi Publik untuk membuat,
mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan
daftar Informasi Publik; dan

menctapkan  strategi  dan  metode  pembinaan,
pengawasan, evaluasi, dan pemantauan atas
pelaksanaan kebijakan tcknis mengenai Informasi
Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana
dan/atau petugas pelayanan Informasi Publik.

KELIMA : PPID Pelaksana scbagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA huruf ¢ mempunyai tugas dan wewenang:
a. tugas:

L

2.

3.

S.

membantu PPID melaksanakan tanggung jawab,
tugas, dan kewenangannya;

melaksanakan kebijakan teknis pelayanan Informasi
Publik yang telah ditetapkan PPID;
mengonsolidasikan proses penyimpanan,
pendokumentasian, dan  penyediaan  dokumen
Informasi Publik;

mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari
petugas pelayanan Informasi Publik;

membantu  PPID melakukan verifikasi dokumen
Informasi Publik;

membantu membuat, mengelola, memelihara, dan
memutakhirkan daftar Informasi Publik;
menyediakan  dan  mengakselerasi  pelayanan
Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
dan

menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam
melaksanakan Pengujian Konsekuensi atas
Informasi Publik yang dikecualikan atau pembuatan
pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi
Publik yang dikecualikan atau permintaan Informasi
Publik ditolak;

b. wecwenang:

2.

meminta dokumen Informasi Publik dari petugas
pelayanan Informasi Publik;

menugaskan petugas pelayanan Informasi Publik
untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID
dalam meclaksanakan Pengujian Konsekuensi atas
Informasi Publik yang akan dikecualikan atau
pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu
Informasi Publik dikecualikan atau permintaan
Informasi Publik ditolak; dan

mengusulkan Informasi Publik untuk dikecualikan
kepada PPID jika Informasi Publik yang dimohonkan
tidak termasuk dalam keputusan PPID mengenai
klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan dan
berdasarkan pertimbangan lebih lanjut dari PPID
pclaksana dapat dikategorikan scbagai Informasi
Publik yang dikecualikan.



KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN :

KESEMBILAN :

KESEPULUH

KESEBELAS

-5-

Tim Pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA huruf d bertanggung jawab membantu merumuskan
pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Daltar
Informasi Publik yang Dikecualikan, serta memberikan
pertimbangan dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Pctugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA hurufl e bertanggung jawab
menyiapkan kcbutuhan PPID dalam proses penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi
Publik.

Pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan informasi dan
dokumentasi dilakukan secara berkala setiap tahun dan/atau
sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan ini, dibebankan pada Dalftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Badan Pelindungan Pckerja Migran Indonesia.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala
Badan Nasional Penecmpatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia Nomor KEP.08/KA/II/2014 tentang Pembentukan
Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2022




LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR 332 TAHUN 2022

TENTANG KELEMBAGAAN PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

L Atasan PPID ]

Tim
Pertimbangan |~~~ """ "TTToTToos

[ PPID } ------ { PPID Pelaksana ]
. . o Bidang Pengaduan
Bidang Bidang - Bidang ; dan Pgenyelfc%:saian
Pelayanan Pengelolaan Dokumentasi Sengketa
Informasi Informasi dan Arsip g

Petugas Pelayanan
Informasi Publik

Keterangan:
_ Instruksional

,,,,,,,,,,, Koordinasi
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR 332 TAHUN 2022

TENTANG KELEMBAGAAN PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NO. KEDUDUKAN DALAM TIM ~ JABATAN
I |Atasan PPID | Sckretaris Utama -
T__'_;I‘_ir_r_l_l_f’(_:l:afn}aé_ngén 1. Deputi Peﬁcmpataﬁ dan Pelinrdungan
Kawasan Asia dan Afrika;
2. Deputi Penempatan dan Pelindungan
Kawasan Amerika dan Pasifik; dan
3. Deputi Penempatan dan Pelindungan
Kawasan Eropa dan Timur Tengah.
m |pPD | Kepala Biro Hukum dan Hubungan
Masyarakat
a. Biirda'h'g Pérlajrénaﬁ'lnforﬁ"lasi ”Pc'-:jabat' Fungsioﬁﬁél” 'y'an'g” ”Iﬁerﬁbiidéingi
kehumasan
b. Bidang Pengelolaan Informasi | Kepala Pusat Data dan Informasi
'c. Bidang Dokumentasi dan I\epala Biro Keuangan dan Umum
Arsip
d. Bidang Penéz;daan dan PeijieiB:;t””ffi‘ﬂﬁgsional yang ?ncmt;ldafl_gl
Penyelesaian Sengketa advokasi hukum
| IV | PPID Pelaksana 1. Inspektur; -

2. Kepala Pengembangan Sumber Daya
Manusia;

3. Kepala Biro Pecrencanaan dan Kerja
Sama;

4. Kepala Sumber Daya Manusia dan
Organisasi;

5. Dircktur Sistem dan Strategi Penempatan
dan Peclindungan Kawasan Asia dan
Afrika;

6. Direktur Penempatan Pemerintah
Kawasan Asia dan Afrika;

7. Direktur Penempatan Nonpemerintah
Kasawan Asia dan Afrika;




9.

10.

11.

12.

13.

14,

15.

-8 -

‘Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan

Kawasan Asia dan Afrika;

Direktur Sistem dan Strategi Penempatan
dan Pelindungan Kawasan Amcrika dan
Pasifik;

Direktur Pcnempatan Kawasan Amerika
dan Pasifik;

Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan
Kawasan Amerika dan Pasifik;

Dircktur Sistem dan Strategi Penempatan
dan Peclindungan Kawasan Eropa dan
Timur Tengah;

Direktur Penempatan Pemerintah
Kawasan Eropa dan Timur Tengah;
Direktur Penempatan Nonpemerintah
Kawasan Eropa dan Timur Tengah; dan
Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan
Kawasan Eropa dan Timur Tengah.

NDUNGAN
NGRAN INDONESIA,




